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ABSTRAK 
Pada penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan pasal 74 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Universitas 
Brawijaya. Fokus penelitian dari pasal ini adalah tentang hak atas pendidikan mahasiswa 
miskin atau kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Lokasi dari penelitian 
yang dipilih adalah di Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan hak atas pendidikan mahasisiwa miskin untuk berkuliah, apasaja 
hambatan dari pelaksanaanl pasal tersebut, serta bagaimana solusi dari hambatan yang 
ada. 
Kata kunci : HAk Atas Pendidikan, Pelaksanaan. 
ABSTRACT 
In this research writer will discuss about implementation of 74
th
 article ayat (1) 
constitution nuber 12 tahun 2012 about higher education at Brawijaya University.  This 
research is focus on education right for collages student from poor families to continue 
the higher studies. Researcher chooses Brawijaya University as the research location. 
This research purposed to know how the implementation of education right for all the 
collages student from the poor families, what are the  difficulties from the 
implementation of that article, also the way how to solve the difficulties. 




A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan hak dasar yang diberikan kepada setiap orang. Hal tersebut 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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selanjutnya disebut UU HAM dalam pasal 12 berbunyi “Setiap orang berhak atas 
perlindungan  bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan  
dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, 
bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahttera sesuai dengan hak asasi 
manusia.” 
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah telah melakukan usaha-
usaha untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan. Salah 
satu cara yang dilakukan yakni dengan memberikan pendidikan gratis dalam program wajib 
belajar sembilan (9) tahun. Namun, tidak semua sekolah benar-benar menerapkan program 
pendidikan gratis tersebut, akan tetapi banyak sekolah yang tetap memungut biaya sekolah. 
Pendidikan layak memang menjadi barang yang mahal, khusunya bagi masyarakat yang 
tingggal didearah terpencil.Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan yang diterima itu 
tidak merata. 
Selain mahalnya biaya pendidikan, akses pendidikan yang sulit juga menyebabkan tidak 
semua orang dapat merasakan pendidikan. Pendidkan yang semestinya diperuntukkan untuk 
semua kalangan akhirnya hanya dapat dirasakan oleh kalangan tertentu saja. Pada akhirnya 
pendidikan layak hanya menjadi sebuh mimpi ataupun angan bagi orang-orang yang sulit 
untuk menjangkaunya. 
Pada bulan Maret 2013,  jumlah penduduk miskin  (penduduk dengan pengeluaran per 
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 
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      Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886 
persen), berkurang sebesar 0,52 juta  orang  dibandingkan  dengan  penduduk miskin  pada 
September 2012  yang  sebesar 28,59  juta  orang (11,66 persen). Selama  periode  September  
2012–Maret  2013,  jumlah  penduduk miskin  di  daerah  perkotaan  berkurang 0,18  juta 
orang  (dari 10,51  juta orang pada September 2012 menjadi 10,33  juta orang pada Maret 
2013), sementara  di  daerah  perdesaan  berkurang  0,35  juta  orang  (dari  18,09  juta  orang  
pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada Maret 2013).
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga 
miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di 
Universitas Brawijaya? 
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari 
keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 di 
Universitas Brawijaya? 
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas 
pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) di 
Universitas Brawijaya? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan pemenuhan hak atas 
pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) di 
Universitas Brawijaya. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang hambatan yang ditemui dalam 
pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin 
berdasarkan pasal 74 ayat (1) di Universitas Brawijaya. 
3. Untuk menganalisis solusi dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan 
pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin pasal 74 ayat (1) di 
Universitas Brawijaya. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu 
hukum, khususnya mengenai hak asasi manusia dibidang pendidikan khususnya 
pendidikan tinggi.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan masukan bagi : 
a) Menteri Pendidikan  
Untuk lebih meninjau lagi dalam pembuatan suatu peraturan yang berkaitan dengan 
pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin di Indonesia. Agar tidak ada lagi 
kata mahal bagi pendidikan di Indonesia. 
b) Bagi penyelenggara pendidikan 
Agar penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan secara maksimal 
mengingat pada saat ini tidak semua orang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang 
ada, khususnya pendidikan tinggi. 
c) Bagi para pelajar  
Proposal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki 
keterbatasan dalam mengakses pendidikan tinggi di Indonesia 
d) Bagi masyarakat 
Agar masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang pengaturan mengenai system 
Pendidikan khususnya pengaturan mengenai sistem pendidikan tinggi  baik yang dulu pernah 
berlaku  di Indonesia maupun yang saat ini sedang berlaku di Indonesia. Serta diharapkan 
penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
3. Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan. Pada again latar belakang 
memuat alasan untuk mengangkat judul ini.  Pada bagian rumusan masalah 
dirumuskan dengan jelas masalah yang dikaji. Pada tujuan penelitian memuat 
pernyataan secara singkat tentang apa yang ingin dicapa dalam penelitian. 
Manfaat penelitian menguraikan kegunaan penelitian yang dilakukan baik secara 
teoritis maupun secara praktis.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada tinjauan pustaka ini berisi argumentasi ilmiah atau teori, doktrin maupun 
pendapat para ahli yang digunakan dalam menyususun skripsi ini. Dimana hal-hal 
tersebut bersumber dari referensi maupun hasil penelitian yang telah diuji 
kebenarannya. Referensi tersebut dapat berupa buku-buku teks, ensiklopedia, 
jurnal, hasil penelitian, pandangan ahli, dan lain-lain. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menguraikan tentang cara pelaksanaan penelitian, mulai 
dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data 
yang dipakai, teknik memperoleh data, dan teknik analisa data yang digunakan. 
Dimana dalam skripsi ini peneliti mengunakan metode penelitian yuridis empiris. 
BAB IV : PEMBAHASAN 
Pada bab ini dituliskan laporan secara terperinci dan jelas mengenai pelaksanaan 
kegiatan guna mencapai hasil kajian. Dalam bagian ini dimuat deskripsi hasil 
analisa secara kritis berdasarkan kajian pustaka yang telah ditulis pada Bab II, 
terhadap seluruh permasalahan penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan 
jawaban singkat dan jelas rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan 
rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil dan kesimpulan dari 




A. Jenis Penelitian 
Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu meneliti tentang 
bekerjanya hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini yaitu meneliti 
mengenai bekerjanya pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi di Universitas Brawijaya. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara 
meneliti dari segi ilmu hukum.
3
 Metode pendekatan ini dimaksudkaan bahwa penelitian 
ini didasarkan pada asas-asas dan ketentuan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pasal 74 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di 
Universitas Brawijaya. 
C. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Alasan pemilihan lokasi ini 
disebabkan karena Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri 
yang menerapkan sistem proporsional, serta Universitas Brawijaya juga menyediakan 
tempat bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu untuk belajar di Universitas 
Brawijaya. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan adalah : 
1. Data Primer 
Data primer yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari narasumber secara 
langsung. 
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   Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 
65. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berasal dari buku, jurnal, artikel, 
karya ilmiah serta aturan khususnya yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia: 
1) UUDN RI 1945 dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28 C 
yakni hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 
Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4301). 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pendidikan 
Karakter Sebagai Penyempurnaan Pendidikan Yang Ditargetkan Dalam 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara No. 3886). 
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan 
Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4557). 
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5336). 
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan  Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 
Berdasarkan Sumbernya, sumber data ini di bedakan menjadi 2 yakni : 
1. Data Primer 
adalah  data yang diperoleh  melalui hasil wawancara atau interview kepada narasumber 
secara langsung. 
2. Data Sekunder  
Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen yang 
berupa arsip, laporan, jurnal, melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan pendidikan,serta penelusuran situs di internet. 
E. Teknik Memperoleh Data 
1. Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam skripsi ini adalah 
untuk data primer sebagai berikut: 
a. Metode Wawancara 
Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
responden atau orang yang diwawancarai.
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b. Metode Observasi 
Metode obsrvasi atau pengamatan adalah metode pengumpuln data yang digunakan 
untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh 
peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti 
melalui penggunaan panca indra.
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2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, studi 
dokumen yang berupa arsip, laporan, jurnal, melakukan penelusuran terhadap 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan khusunya 
pendidikan tinggi, serta penelusuran situs di internet. Studi kepustakaan ini 
dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. 
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      Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999, hlm 234. 
5
   Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-
ilmu Sosial Lainnya, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 134.  
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 
1. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 




2. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.7 
3. Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik 
dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.
8
 Teknik 
sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan Purposive Sampling, yang 
mana teknik sampling ini digunakan pada penelitian peenelitian yang lebih 
mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel 
penelitian. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit 
populasi dianggap kunci, diambil sebagai sampel penelitian.
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G. Teknik Analisa Data 
Seluruh data yang diperoleh oleh peneliti, kemudian di uraikan serta di hubungkan 
sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sitematis guna 
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan data dilakukan 
secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 
terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.
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H. Definisi Operasional 
1. Efektivitas  Hukum : merupakan efektif atau tidaknya pelaksanaan dari pasal 74 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di 
Universitas Brawijaya. 
2. Pendidikan Tinggi : jenjang pnedidikan yang meliputi program diploma,  
program  sarjana,  program  magister, program doktor, dan program profesi, serta 
program spesialis,  ditempuh setelah sekolah menengah atas. 
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      Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 108. 
7
      Ibid,. hlm 108. 
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      Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 78. 
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      Burhan Bungin, op.cit, hlm 115. 
10
     Abdulkadir Muhammad, op.cit. hlm 393. 
3. Hak Asasi Manusia : hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa,wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, 
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia, yang salah satu hak nya adalah hak atas pendidikan tinggi. 
4. Kemiskinan  : adalah sebuah keadaan dimana seseorang tidak mampu 
untuk memenuhi haknya dalam bidang pendidikan tinggi. 
PEMBAHASAN 
1. PELAKSANAAN PASAL 74 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 
2012 DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
Bunyi dari pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012: 
“PTN  wajib  mencari  dan  menjaring  calon  Mahasiswa  yang memiliki potensi 
akademik  tinggi,  tetapi kurang mampu  secara  ekonomi  dan  calon  Mahasiswa  
dari daerah  terdepan,  terluar,  dan  tertinggal  untuk diterima  paling  sedikit  
20%  (dua  puluh  persen)  dari seluruh Mahasiswa  baru  yang  diterima  dan  
tersebar pada semua Program Studi.” 
1. Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 di 
Universitas Brawijaya 
Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk mengenyam 
pendidikan. Melalui pendidikan kita bisa menjadi manusia yang lebih maju dalam 
megembangkan kehidupan kita.Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi 
negeri yang terdapat dikota Malang. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka 
maka mahasiswa yang terdapat di Universitas Brawijaya juga terdiri dari berbagai kalangan, 
ada mahasiswa yang kaya dan ada mahasiswa yang miskin. Bagi mahasiswa kaya, mereka 
tentunya tidak memiliki kesulitan dalam melanjutkan jenjang pendidikannya, namun bagi 
mereka yang miskin maka hal ini akan berbeda. Mereka setidaknya harus mempunyai 
kemampuan dibidang akademik sehingga mereka dapat memperoleh beasiswa untuk 
menunjang pendidikannya. 
Program bantuan bagi mahasiswa miskin yang berprestasi di kategorikan dalam dua 
bagian, Bidikmisi serta beasiswa BBM. Program  Bantuan  Biaya  Pendidikan Bidikmisi  
yaitu  bantuan  biaya  pendidikan  bagi  calon  mahasiswa  tidak  mampu  secara ekonomi dan 
memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada 
program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.
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Jumlah mahasiswa BidikMisi di Universitas Brawijaya 
TAHUN JUMLAH 
2010 500 Mahasiswa 
2011 1228 Mahasiswa 
2012 1575 Mahasiswa 
2013 1500 Mahasiswa 
2014 984 Mahasiswa 
 
Jumlah Mahasiswa yang menerima beasiswa dalam bentuk BBM 
TAHUN JUMLAH 
2013 1729 Mahasiswa 
2014 1252 Mahasiswa 
 
Terdapat kategori ataupun ukuran yang dapat menyatakan bahwa mahasiswa itu miskin 
ataupun tidak mampu. Ukuran tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar dalam pemberian 
beasiswa terhadap mahasiswa miskin. Diketahui bahwa tidak sembarangan dalam 
menentukan seorang mahasiswa itu miskin dan dapat menerima bantuan. Mereka harus dapat 
menunjukkan penghasilan orangtuanya. Serta apabila mereka ketahuan berbohong maka akan 
mendapat sanksi, dimana yang paling berat adalah dikeluarkan. 
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Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia 
yang saat ini memiliki 60.393 orang mahasiswa aktif dari berbagai strata yang tersebar di 
berbagai fakultas. 
2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 74 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 
Satjipto Rahardjo menyatakan dengan  tegas bahwa bekerjanya hukum dalam  
masyarakat  tidak  serta  merta  dan  terjadi  begitu  saja,  karena hukum  bukanlah  
merupakan  hasil  karya  pabrik,  yang  begitu  keluar langsung  dapat  bekerja,  melainkan  
memerlukan  beberapa  langkah yang  memungkinkan  ketentuan  (hukum)  tersebut  
dijalankan  atau bekerja.
12
 Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi 




a. Adanya  pejabat/aparat  penegak  hukum  sebagaimana  ditentukan dalam 
peraturan hukum tersebut;   
b. Adanya  orang  (individu/masyarakat)  yang  melakukan perbuatan  hukum,  
baik  yang  mematuhi  atau  melanggar hukum;   
c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan; 
d. Orang-orang  tersebut  sebagai  subjek  maupun  objek hukum bersedia untuk 
berbuat sesuai hukum. 
Berdasarkan data tabel nomor 4.1. dan data tabel nomor 4.2., penerima bantuan program 
bidikmisi dan BBM dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut 
disebabkan oleh adanya: 
a. pengurangan jumlah peneriamaan mahasiswa baru,  
b. keputusan dari rektor, serta ; 
c. keputusan dari Dikti. 
Selain hal tersebut diatas hambatan dalam pelaksanaan pasal 74 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas Brawijaya adalah : 
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      Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,  hlm 70. 
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      Ibid., hlm. 72 
Minimnya jumlah mahasiswa yang mencalonkan diri untuk memperoleh beasiswa di 
Universitas Brawijaya, 
Dimana mahasiswa yang ingin mencalonkan diri untuk memperoleh beasiswa harus 
mendaftarkan diri sendiri. Mereka harus mengisi biodata mereka sendiri ketika mendaftar. 
Untuk menetukan mahasiswa tersebut miskin itu tergantung dari apa yang mereka isikan 
ketika mendaftar. 
Tergantung mahasiswa sendiri dalam mengisi biodata. Kemudian akan 
kami olah data tersebut.
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Jadi semua itu tergantung dari kejujuran dari mahasiswa ketika mereka mengisi biodata 
pendaftaran beasiswa. Kemudian data yang mereka isikan akan diolah. Untuk bidikmisi 
pihak universitas hanya bersifat menerima data yang dikirimkan, karena yang mengolah data 
adalah dirjen dikti.  
 Namun pihak Universitas Brawijaya juga melakukan survey untuk mengetahui kebenaran 
serta keaslian data. Tidak semua calon penerima bidikmisi didatangi, melainkan dipilih 
secara acak, serta survey dapat dilakukan oleh orang yang mewakili universitas. 
Kemiskinan tentunya bukan alasan bagi seseorang untuk terhambat dalam memenuhi 
haknya untuk mengkses pendidikan. Karena pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara 
yang dijamin dalam UUDNRI 1945 serta aturan lainnya. Ketika seseorang memiliki 
keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi tentunya hal 
tersebut telah melanggar hak asasi mereka. 
Hak asasi manusia dibidang pendidikan tercntum dalam UUDN RI 1945 dalam Bab X A 
tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28 C; 
(1)  Setiap  orang  berhak mengembangkan  diri melalui  pemenuhan  
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfa
at dari ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manus
ia. 
 
Serta juga terdapat dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31 
(1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  
Pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Ketiga, 
Hak Menggembangkan Diri, Pasal 12; 
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Setiap orang berhak atas perlindungan  bagi pengembangan pribadinya, 
untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan  dirinya, dan meningkatkan 
kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, 
bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahttera sesuai 
dengan hak asasi manusia. 
 
Hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, diman berisi 
perintah dn larangan yang wajib untuk dipatuhi. Setiap aturan yang dibuat itu harus ditegakkan. 
Karena akan terasa percuma jika aturan itu dibuat tetapi tidak dilaksanakan, hanya terkesan 
sebagai pelengkap. 
3. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
DALAM MENERAPKAN PASAL 74 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 
NOMOR 12 TAHUN 2012 
Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang kesulitan untuk 
mengakses pendidikan. Padahal pendidikan itu penting, pendidikan itu dapat mengubah 
masa depan seseorang. Pendidikan merupakan alat untuk meraih kesuksesan. Saharusnya 
kemiskinan bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk meraih pendidikan, 
khususnya pendidikan tinggi. Pemerintah telah menyediakan beasiswa khusus untuk 
mereka yang miskin agar bias melanjukan ke jenjang perguruan tinggi. Selain oleh pihak 
pemerintah pihak universitas juga melakukan hal untuk mengakomodasi mhasiswa 
miskin agar mereka bias melanjutkn jenjang pendidikan setelah lulus kuliah. 
Ada dua macam penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya, Jalur Nasional dan Jalur 




1. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri) 
Mulai tahun 2013, SNMPTN merupakan pola seleksi 
nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan 
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  (online), www.ub.ac.id , diakses pada 15 Januari 2015. 
menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya, 
tanpa tes tertulis, dan biaya ditanggung oleh pemerintah.  
2. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri) 
SBMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan 
hasil tes tertulis/ujian keterampilan, dengan biaya 
pendaftaran ditanggung oleh peserta. 
Seleksi Mandiri 
Seleksi Mandiri merupakan seleksi masuk Universitas Brawijaya yang 
diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya. Detail jenis 
seleksi dan waktu pelaksanaan dapat dilihat lebih detail di website 
SELMA UB : http://selma.ub.ac.id 
Dalam menajaring calon  Mahasiswa  yang memiliki potensi akademik  tinggi,  tetapi 
kurang mampu  secara  ekonomi pihak Universitas Brawijaya tidak melakukn terobosan 
tertentu. Melainkan pihak dari universitas melakukan kerjasama baik dengan Instansi 
Pemerintah serta Swasta. Dimana dalam kerjasama yang dilakukan dengan menggunakan 
3 Darma Perguruan Tinggi yaitu: 
i. Pendidikan 
Dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada. 
pihak dari institusi yang melakukan kerjasama dalam bidang ini dalam 
meningkatkan sumber daya manusia dapat mengirimkan orang nya untuk 
memperoleh pendidikan di Universitas Brawijaya. Sedangkan pihak dari 
universitas Brawijaya dapat mengirimkan mahasiwanya melalui program 
magang ke Intitusi yang diajak kerjasama tersebut. Ataupun pihak dari 
institusi dapat melakukan perekrutan mahasiswa untuk kemudian bekerja 
di institusi tersebut. 
ii. Penelitian 
Dapat dilakukan melalui magang. Karena dalam magang juga berisi 
penelitian. Dimana dosen dapat melakukan penelitian sesuai dengan 
bidang keahliannya ditempat, daerah, ataupun intitusi yang bekerjasama 
dengan Universitas Brawijaya. 
iii. Pengabdian Masyarakat 
Pada bidang ini dapat dilakukan melalui pendampingan sesuai bidang. 
Misalnya mendampingi dalam penyelesaian suatu kasus, atau pun 
mendampingi dalam hal pertumbuhan masyarakat yakni dengan menjadi 
penghubung misalnya antara pihak masyarakat dengan bank. 
Selain kerjasama dalam bentuk seperti diatas, Universitas Brawijaya melakukan 
promosi lewat situs web, melakukan sosialisasi dan kunjungan-kunjungan ke sekolah-
sekolah, selain hal tersebut karena tidak semua sekolah yang ada di Indonesia akan di 
kunjungi maka Universitas Brawijaya juga mengirimkan surat-surat ke sekolah-sekolah. 
Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mengenalkan Universitas Brawijaya kepada 




Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab serta subbab-subbab sebelumnya, 
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin di 
Universitas. Universitas Brawijaya sudah melakukan penjaringan terhadap calon 
mahasiswa miskin yang memiliki potensi akademik tinggi untuk kuliah di Universitas 
Brawijaya. Penjaringan tersebut dilakukan melalui:  
a. Bahwa untuk beasiswa BBP PPA,  dilakukan  dengan  proses seleksi  
menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  dan  diberikan  kepada 
mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai 
Pedoman Umum  Beasiswa  dan  Bantuan  Biaya  Pendidikan  Peningkatan  
Prestasi  Akademik Direktorat Pembelajaran  dan Kemahasiswaan Direktorat  
Jenderal Pendidikan  Tinggi Tahun 2014 
b. Untuk bidikmisi prosesnya : 
1) Universitas Brawjijaya  melakukan  seleksi  terhadap  penerima  
rekomendasi  Bidikmisi  yang merupakan  lulusan  seleksi  
nasional  (SNMPTN)  ;  
2) Seleksi  yang dilakukan Universitas Brawijaya  dengan  
memprioritaskan pendaftar  yang  paling  tidak  mampu  secara  
ekonomi,  pendaftar  yang mempunyai potensi akademik yang 
paling tinggi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan  asal  
daerah  pendaftar.  Untuk  memastikan  kondisi  ekonomi 
pendaftar,  akan  lebih  baik  kalau  PTN  melakukan  
kunjungan  ke  alamat pendaftar; 
3) Pertimbangan  khusus  dalam  kelulusan  seleksi  diberikan  
kepada  pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler 
maupun ekstra kurikuler paling rendah  peringkat  ke-3  di  
tingkat  kabupaten/kota  atau  prestasi  non  kompetitif  lain 
yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa 
sekolah/OSIS); 
2. Hambatan dalam pelaksanaan pasal 74 ayat (1)  
Dalam tabel nomor 4.1. dan data tabel nomor 4.2., penerima bantuan program 
bidikmisi dan BBP PPA dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Hal 
tersebut disebabkan oleh adanya: 
i. pengurangan jumlah penerimaan mahasiswa baru,  
ii. keputusan dari rektor, 
iii. keputusan dari Dikti, 
3. Upaya yang dilakukan dalam menjaring calon  Mahasiswa  yang memiliki potensi 
akademik  tinggi  tetapi kurang mampu  secara  ekonomi atau untuk menjaring 
mahasiswa miskin adalah dengan mengadakan kerjasama, melakukan promosi lewat 
situs web, melakukan sosialisasi dan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, selain 
hal tersebut karena tidak semua sekolah yang ada di Indonesia akan di kunjungi maka 
Universitas Brawijaya juga mengirimkan surat-surat ke sekolah-sekolah. kerjasama 
dilakukan baik dengan Instansi Pemerintah serta Swasta, dengan menggunakan 3 
Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.  
B. SARAN 
1. Agar pemberian beasiswa lebih maksimal, maka baik pihak pemerintah, pihak 
swasta, maupun pihak univrsitas harus meningkatkan kerjasama yang telah 
dilakukan dalam rangka meningkatkan minat ataupun tingkat partisipasi 
mahasiswa dalam pencalonan beasiswa. 
2. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi. 
Peningkatan promosi ini dapat dilakukan melalui situs website resmi baik 
pemerintah melalui pemerintah daerahnya, universitas maupun pihak swasta, juga 
dapat dilakukan melalui media cetak, atau alat dan sistem informasi lainnya yang 
bersifat masyarakat akrab dengan hal tersebut. 
3. Promosi ini bertujuan agar mahasiswa lebih tahu tentang program beasiswa yang 
ada, sertadiharapkan dapat lebih maksimal  dalam  meningkatkan jumlah minat 
ataupun partisipasi mahasiswa agar daya tamping beasiswa yang diberikan sesuai 
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